ABSTRAK

Putri Alifni Esak SISTEM WARIS BAGI AHLI WARIS YANG PINDAH
AGAMA PADA ETNIS TIONGHOA PAGARSIH
BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 832
KUHPERDATA

Permasalahan yang muncul dalam masyarakat adat etnis Tionghoa
Pagarsih Bandung adalah ketika salah satu keluarga pindah agama dari
Tionghoa ke agama lain. Polemik dan perselisihan terjadi antar keluarga
tersebut bahwa keluarga yang telah pindah agama tidak mendapat kewarisan.
Padahal dalam silsilah keluarga, orang yang pindah agama tersebut adalah
keluarga inti yaitu anak kandung dari keluarga yang meninggal. Dan apabila
dihubungkan dengan konsep kewarisan KUHPerdata jelas bertentangan
terutama pada Pasal 832 bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah
keluarga sedarah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sistem kewarisan pada
Etnis Tionghoa Pagarsih Bandung; (2) kedudukan ahli waris yang pindah
agama pada Etnis Tionghoa Pagarsih Bandung dan (3) status ahli waris yang
pindah agama pada Etnis Tionghoa Pagarsih Bandung dihubungkan dengan
Pasal 832 KUHPerdata.

Kerangka penelitian ini didasarkan kepada pemikiran bahwa
keberadaan hukum sebaiknya dipahami dalam konteks sistemik. Artinya,
hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri atas beragam unsur dan
saling berkaitan dan sumber sistem pewarisan terdiri dari sumber tertulis dan
tidak tertulis.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis
dengan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui
wawancara dan studi pustaka dengan analisis data melalui identifikasi,
klasifikasi, kategorisasi sampai kesimpulan.

Berdasarkan 'data ' di ‘lapang, -ditemukan (1) | Sistem kewarisan
masyarakat Adat Tionghoa Pagarsih, Kota. Bandung, ‘Provinsi Jawa Barat,
menggunakan sistem Patrilineal, Dalam proses kewarisannya dilaksanakan
dengan dua cara, Pertama, proses pewarisan sebelum pewaris meninggal
dunia yaitu dengan cara hibah dan Kedua adalah dengan cara wasiat; (2)
Kedudukan ahli waris yang pindah agama pada Etnis Tionghoa Pagarsih
Bandung melahirkan dua kelompok. Sebagian keluarga memberikan hak
waris tetapi sebagian lagi melarang keras untuk memberikan hak kewarisan
karena pindah agama dan (3) Status ahli waris yang pindah agama
sebagaimana yang terjadi pada etnis Tionghoa Pagarsih Bandung bila
dihubungkan dengan Pasal 832 KUHPerdata, tampaknya sah sebagai ahli
waris yang menerima hak kewarisannya karena dalam pasal tersebut tidak
mencantumkan bahwa agama merupakan syarat mendapat kewarisan dan
mereka mendapat bagian %2 bukan mendapat kewarisan berdasarkan hibah
(pemberian cuma-cuma).



